
pelanggaran administratif meliputi pelanggaran
terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme
yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan
pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan
pemilu
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HUKUM PEMILU

PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Pelanggaran administrasi yang bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif itu diperiksa,
dikaji dan diputus oleh Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Pemeriksaan
dilakukan secara terbuka serta memutuskan
penyelesaian pelanggaran administratif paling
lama 14 hari kerja setelah laporan dan temuan
diterima dan diregistrasi. Putusan Bawaslu wajib
ditindaklanjuti KPU paling lama 3 hari kerja
sejak tanggal dibacakannya putusan.


